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A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ' Perkawinan juga merupakan
sunatullah yang umum berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia,
hewan maupun tumbuh-tumbuhan.? Hal itu ditegaskan dalam al-quran bahwa
Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hidup berjodoh-
jodoh adalah naluri segala mahluk Allah Swt termasuk manusia, sebagaimana

firman-Nya dalam Surah Yasin: 36
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Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin. 36)°

Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh As-Sunnah menuliskan bahwa
Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi

manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah

' Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tahun
1974 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 76.

? Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta:
Pustaka Amani, 2002),1.

3 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-qur’an al-karim dan Terjemahannya, (Bandung:
Corduba, 2012), 442.



masing-masing pasangan melakukan peranannya yang positif dalam

mewujudkan tujuan Perkawinan.® Allah SWT. berfirman dalam surah Arrum
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”.’

Perkawinan merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan oleh laki-
laki maupun perempuan yang ingin memperoleh keturunan dengan jalan yang
diridai oleh Allah Swt. Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan
menentramkan dua hati yang berbeda yang saling memiliki rasa cinta dengan
satu ikatan suci sehingga tidak ada kemaksiatan terhadap Allah Swt dalam
bentuk apapun.

Persoalan yang berkaitan dengan Perkawinan di Indonesia telah diatur
dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi warga Negara
Indonesia. aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam
bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini
merupakan hukum materil Perkawinan, sedangkan hukum formilnya

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai

4 Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, Jilid 6, (Bandung: PT. Alma’arif, 1990), 8.
> Depag RI, Al-Quran Terjemahan Indonesia, (Jakarta: Al-Quranul Karim,, 1971) , 644.



aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi Hakim di lembaga Peradilan
Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah di tetapkan
melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.’

Dilihat dari segi fungsinya, hukum Perkawinan Islam merupakan
bagian dari muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia.
Hukum Perkawinan dalam kepustakaan Hukum Islam disebut Fikih
munakahat yang ketentuan-ketentuan hukum Fikihnya mengatur nikah talak,
rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan
Perkawinan sendiri menurut ilmu Fikih, disebut dengan istilah nikah yang
mengandung dua arti, yaitu (1) menurut bahasa adalah berkumpul atau
bersetubuh (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan
lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup
bersama sebagai suami istri.’

Tujuan Perkawinan sendiri yaitu untuk menghalalkan hubungan suami
istri. tujuan yang lebih khusus dari adanya Perkawinan adalah memelihara
keturunan, memlihara gen manusia, untuk mendapatkan ketenangan jiwa,
serta yang paling utama adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang

dianggap keji di hadapan Allah Swt yakni zina.®

S Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

7 Taufiqurrahman Syahuri, legislasi hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
media group), 68.

8 Abdul Aziz Muhammad Azzan, Figh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Abdul Majid
Khon), (Jakarta: Amzah, 2011), 36.



Suatu Perkawinan pastinya terdapat hak-hak dan kewajiban suami
terhadap istri dalam keluarga selama akad nikah telah berlangsung dan
memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum.
Dengan demikian, akad tersebut manimbulkan hak dan kewajiban selaku
suami dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak
suami atas istri, dan hak istri suami. termasuk di dalamnya adab suami

terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.’
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Artinya: Andaikan aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya
aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya.(1159)"

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa kewajiban suami
istri secara rinci sebagai berikut.

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar
dari susunan masyarakat.

b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan
nafkah lahir batin bagi suami serta sikap patuh dan taat dari seorang
istri.

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak —
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasman, rohani, maupun
kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama."!

a. Hak suami atas istri
Diantara hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:
1. Ditaati dalam hal yang tidak maksiat

? Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, Cetakan Ke 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),
153.

% Sunan al-Tirmidzi, No 1159, 206.

" Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat..., 157.



Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami

Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan
suami

Tidak bermuka masam dihadapan suami

Tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami.'

b. Kewajiban suami terhadap istri

l.

Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami-istri secara bersama.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan
bangsa.

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri
dan anak.

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf
a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana pada ayat (4) huruf adanb .

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri

1
nusyuz."?

c. Kewajiaban istri terhadap suami

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9
1

Diantara kewajiaban istri terhadap suami adalah sebagia berikut:
Taat kepada suami
Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
Mengatur rumah dengan baik
Menghormati keluarga suami
Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
Ridha dan syukur terhadap apa ynag diberikan suami.
Selalu berhemat dan suka menabung.
Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami

0. Jangan selalu cemburu buta.

Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban istri terhadap suami

dijelaskan sebagai berikut:

'2 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat Cetakan ke 4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012),

158-159.

" 1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 88.



1. Kewajiaban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-
hari dengan sebaik-baiknya.

3. Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali
dengan alasan-alasan yang sah.

4. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal untuk
kepentingan anaknya.

5. Kewajiban suami tersebut pada ayat ayat (2) diatas berlaku kembali
setelah istri tidak nusyuz

6. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas
bukti yang sah.'*

Seorang wanita mempunyai kewajiban untuk senantiasa taat kepada
suaminya, kecuali dalam hal kemaksiatan atau yang bertentangan dengan
syariat Islam, maka istri harus menolaknya. Salah satu ketaatan istri kepada
suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.15

Jika dari hak-hak suami istri tersebut tidak berjalan dengan baik maka
akan mengakibatkan perceraian yang mana perceraian tersebut dapat
dikabulkan jika terdapat alasan yang sah. Menurut ketentuan pasal 39 tersebut
ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Alasan-alasan
tersebut ialah.

Dalam kitab Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan

dapat diputus karena:

“Ibid., 163-164.
' Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011), 206.



Dalam pasal 38 putusnya perkawinan karena:

a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan

Selain itu dalam pasal 39 dijelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.'®

Selain dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Kompilasi
Hukum islam (KHI) juga dijelaskan tentang alasan percerain antara lain:

a. Salah satu pihak berbuat zina.

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut —tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alsan yang sah atau karena
hal lain diluar kemauannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau
istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
perteng}%aran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis kasus putusan
No 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby tentang gugatan cerai di PA Surabaya yang
dalam positanya menggunakan alasan sering terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara suami istri selama tiga bulan disebabkan termohon suka

ganti-ganti pacar, termohon berani kepada suami dan sering keluar rumah

1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
'7 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (PT. Rineka Cipta,1994), 116-117.



tanpa pamit suami dan suka menginap. Dalam hal ini, hakim PA Surabaya

berpedoman pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan

perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang maslah di

atas. oleh karena itu, dalam penelitian ini beberapa masalah di atas dapat di

identifikasi sebagai berikut:

l.

2.

Hikmah pernikahan yang tidak tercapai
Alasan-alasan hakim pengadilan agama Surabaya mengabulkan gugatan
cerai melalui putusan nomor: 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby
Akibat dikabulkannya permohonan cerai talak nomor
4403/Pdt.G/2014/PA.Sby oleh pengadilan agama Surabaya.
Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya memutus perkara
nomor 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby
Berani kepada suami sebagai pertimbangan hakim memutus cerai menurut
hukum Islam.
Alasan-alasan perceraian yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini

dibatasi masalah sebagai berikut:



1. Pertimbangan hakim memutus perkara cerai talak karena istri berani
kepada suami dalam perkara Nomor : 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby

2. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim memutus perkara
cerai talak karena istri berani kepada suami dalam perkara Nomor:

4403/Pdt.G/2014/PA.Sby

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah pokok
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apa pertimbangan hakim memutus perkara cerai talak karena istri berani
kepada suami dalam perkara Nomor : 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim memutus

perkara cerai talak karena istri berani kepada suami dalam perkara Nomor:

4403/Pdt.G/2014/PA.Sby

D. Kajian Pustaka
Penelitian tentang larangan nikah dengan berbagai aspek dan sudut
pandang yang berbeda-beda sudah dilakukan sebelumnya. Di antara judul
skripsi yang berkaitan dengan masalah penyebab terjadinya perceraian adalah:
1. Tatik Fitriyah dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Perceraian
Karena Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Wilayah Gerbang
Kertasusila” membahas tentang perceraian disebabkan syikak dengan

daerah penelitian khusus di wilayah gerbang kertasusila. Berdasarkan dari
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penelitian di sini mayoritas penyebab perkara perceraian adalah shiqaq
dan yang diteliti adalah model penyelesaiannya'®

2. M. Syaifuddin Zuhri dalam skripsinya yang berjudul “Perselisihan
Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan di
PA Yogyakarta Tahun 2009)”. Bahwa dari suami maupun istri tidak
berkenan diajak tinggal bersama karena lebih pada faktor letak geografis
dan kultur budaya yang berbeda, istri tidak menghargai suami sebagai
seorang suami yang sah dan dalam faktor ekonomi suami yang tidak
bertanggung jawab. "’

3. Abdul Malik dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs Tentang
Cerai Talak Karena Ada Pria Idaman Lain” membahas tentang istri tidak
mau ketika diajak bersetubuh dan selalu beralasan capek dan mempunyai
pria idaman lain.”’

4. Muhammad Hamdan Asyrofi dalam skripsinya yang berjudul “Hak Dan
Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi
Al-Maliki dalam Kitab Adab al-Islam Fi Nizam al-Usrah)” membahas

tentang hak dan kewajiban suami yaitu untuk memberikah mahar,

' Tatik Fitria, “Penyelesaian Perceraian Karena Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama Wilayah
Gerbang Kertasusila”,(Skripsi — TAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

M. Syaifuddin Zuhri, “Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap
Putusan Di Pa Yogyakarta Tahun 2009)”. (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, 2011)

* Abdul Malik, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.
0181/Pdt.G/2013/PA.Gs Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain”, (Skripsi — UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2013)
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nafkah, dan pendidikan sementara hak dan keajiban istri yaitu wajib taat
pada suami, mengatur rumah tangga.”'
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara cerai talak
karena istri berani kepada suami dalam perkara Nomor
4403/Pdt.G/2014/PA.Sby

2. Untuk memberikan pemahaman tentang hasil analisis Hukum Islam

terhadap perkara No. 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby

F. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat,
sekurang-kurangnya dalam dalam 2 (dua) hal di bawah ini :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan
memperkaya ilmu pengetahuan tentang motif berani kepada suami yang
bisa menjadi alasan perceraian.

2. Dalam tataran praktis, diharap supaya penelitian dapat dijadikan bahan
referensi atau pertimbangan bagi hakim, praktisi Hukum Islam. Hasil
penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur

bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel

*! Hamdan Asyrofi, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin
Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab al-Islam Fi Nizam al-Usrah”, (Skripsi — UIN Sunan Kalijaga,
2014).
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Surabaya khususnya dan para pembaca pada umumnya di bidang

pernikahan atau perceraian.

G. Definisi Operasional
Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim
Memutus Cerai Talak dalam Perkara No.4403/Pdt.G/2014/Pa.Sby Tentang
Berani Kepada Suami”. Adapun definisi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah :
1. Berani kepada suami : Sikap beraninya istri kepada suami dengan
ditunjukkan melalui perbuatan nyata.
2. Cerai : Putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan
berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
3. Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang bersumber dari al-Quran,

Hadis, pendapat para ulama’ Fikih

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan
dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan
selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.22 Berdasarkan rumusan masalah dan
tujuan penelitian diatas maka pendekatan yang sangat relevan digunakan

dalam penelitian ini adalah qualitative research atau penelitian kualitatif.

2Wardi bahtiar, Metodologi ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 2001),1.
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Untuk menghasilkan penelitian yang baik, kiranya penulis perlu
mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam ini, yang
dijabarkan sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan

a. Data tentang alasan perceraian yang terdapat di dalam putusan
Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara No.
4403/Pdt.G/2014/PA.Sby.

b. Pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan
Agama Surabaya dalam perkara No. 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby.

2. Sumber data
Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
terdiri dari:

a. Sumber primer, yaitu sumber yang diperoleh penulis secara langsung,
dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data
langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.”> Dalam
hal ini adalah berupa salinan putusan di Pengadilan Agama Surabaya
No. 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby, serta wawancara dengan Hakim yang
menangani perkara ini dan juga panitera yang terlibat didalamnya.

b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang diperoleh dari bahan pustaka
yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk
melengkapi sumber data primer.?* Data informasi yang dimaksud

berupa dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan

2 Qaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. IV, 2003), 91.
**Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI-PRESS. Cet. III, 2008), 101
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perundang-undangan, jurnal serta artikel terkait. Data sekunder yang
dimaksud sebagai berikut sebagai berikut:
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam karangan Abdul Rahman.
- Figh Munakahat karangan Abdul Rahman Ghozali.
- Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir
Syarifuddin.
- Fiqih Lima Mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah
- Fikih Keluarga karangan Syaikh Hasan Ayyub.
- Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Interview
Percakapan yang dilakukan oleh antara responden dan
koresponden untuk memperoleh informasi dengan pola tanya jawab
yang sudah terstruktur. * Dalam hal ini penulis mengadakan
wawancara dan tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Agama
Surabaya tentang mengapa memutus cerai karena istri berani kepada
suami.
b. Studi Dokumen
Suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa informasi atau

keterangan yang berhubungan dengan bahasan penelitian.?® Penulis

*Suharsimi, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Adi Mahastya, 2002), 132.
*® Syamsuddin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2007), 101
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menggunakan studi dokumen untuk menelaah teks putusan hakim
Nomor 4403/Pdt.G/2014/PA. Sby.
4. Teknik pengolahan data
Teknik pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:*’
a. Editing
Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.
Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah
penulis dapatkan melalui teks keputusan Nomor:
4403/Pdt.G/2014/PA. Sby. Tentang cerai talak di Pengadilan Agama
Surabaya.
b. Organizing
Penyusunan kembali data-data yang telah didapatkan dalam
penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah
direncanakan dangan rumusan masalah secara sistematis.”® Penulis
melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk analisis dan
menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan
penulis menganalisis data.
5. Teknik analisis data
Teknik yang dipakai dalam analisis adalah dengan menggunakan

metode:

" M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Gralia
Indonesia, 2002), 121.

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013),
245.
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a. Metode deskriptif analitis, yaitu teknik yang diawali dengan
menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual
yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga
dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang istri berani
kepada suami.

b. Teknik pola deduktif, yaitu pola berfikir yang diawali dengan
mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset
terhadap putusan PA Surabaya tentang berani kepada suami sebagai
alasan perceraian. Untuk selanjutnya dikemukakan teori-teori yang
bersifat umum yang berkaitan dengan perkara tersebut kemudian

ditarik sebuah kesimpulan.

Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka
penulis perlu menyusun sistematika pembahasan agar penulis skripsi lebih
terarah dan menjadi suatu gambaran umum mengenai isi skripsi ini. skripsi ini
dibagi menjadi lima bab, yaitu:
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar
belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan peneltian, definisi operasional,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua, pada bab ini merupakan landasan teori. bab ini membahas
tentang putusnya Perkawinan. membahas perceraian dalam Islam meliputi
pengertian dan bentuk-bentuk putusnya perkawinan, alas an perceraian.

Bab ketiga tentang deskripsi dan penyajian data penelitian. bab ini
meliputi gambaran umum pengadilan agama Surabaya, deskripsi perkara
dalam putusan dan tentang pertimbangan dasar hukum Hakim PA Surabaya
dalam perkara Nomor: 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby.

Bab keempat tentang Analisis. Bab ini membahas tentang Analisis sikap
berani kepada suami sebagai pertimbangan Hakim memutus cerai dalam
perkara Nomor : 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby.

Bab kelima penutup. bab ini berisi kesimpulan dan saran.





